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Gy

> *

Nomor 02 Tahun 2007 Seri E Nomor 01

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR: 02 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03
TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa  dengan  berlakunya  Peraturan
Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
perlu untuk meninjau kembali  Peraturan
Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun
2006 tentang  Kedudukan  Protokoler
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang
Kedudukan  Protokoler —dan  Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Samarinda .

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun
1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1990
tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai
Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata
Penghormatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 42806);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan Anggota
MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4310);



5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108;
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang  Perimbangan  Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);



9.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4659 ) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4417);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140 ; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk
Hukum Daerah;



14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2007  tentang  Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah,Penganggaran
dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Dana Operasional.;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2004 tentang Tata Cara
Peresmian,Pengucapan Sumpah Janji dan
Penetapan  Pimpinan Sementara Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2004;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Samarinda Nomor 4 Taun 2007
tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2004.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Menetapkan

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 03
TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SAMARINDA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yang disahkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2006 tanggal
6 Juli 2006 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda
Tahun 2006 Nomor 03 Seri E Nomor 07.

A. Pada Bab I Ketentuan Umum menambah dua Nomor yaitu 28 dan

29 sehingga berbungi dan harus dibaca :

28. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan setiap bulan
dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan
Anggota DPRD

29. Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan adalah dana
yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk



menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Sehai-hari.

B. Menambah 1 (satu) ayat Pada Pasal 10 sehingga menjadi 5 (lima)
ayat dan berbunyi :

(5). Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1)
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan
lain berupa tunjungan komunikasi intensif.

C. Menambah Pasal baru yaitu Pasal 15 sehingga berbunyi dan harus
dibaca :
Pasal 15
(1).Pimpinan DPRD diberikan Belanja Penunjang Operasional
(BPO) paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua
DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang grepresentasi
seluruh Wakil Ketua DPRD;

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Komunikasi
intensif setiap bulan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi
Ketua DPRD.

Untuk urutan pasal selanjutnya menyesuikan dengan pasal yang ada.



Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 Agustus 2007
WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundang di Samarinda
Pada Tanggal 14 Agustus 2007

Plt, SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M.FADLY ILLLA
Pembina Utama Muda
NIP. 550 008 601

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2007 NOMOR
02 SERTE NOMOR 01



